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INTISARI 
ADHE RIANSYAH PUTRA, E 121 09 261, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan judul skripsi 
“Pengelolaan Pajak Restoran Di Kota Makassar (Tahun 2010 – 2012)” di 
bawah bimbingan Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si dan Drs. Abdul Salam 
Muchtar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan Pajak 
Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di Kota Makassar 
dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem 
pengelolaan Pajak Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota 
Makassar. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan dasar penelitian ini 
adalah wawancara mendalam (deep interview). Hal ini dimaksudkan guna 
memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran serta Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar dalam penyelenggara sistem pengelolaan Pajak 
Restoran di Kota Makassar. Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara dengan sejumlah informan dan studi dokumentasi. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan jumlah 
variabel dan indikator dalam penelitian. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua (2) sistem 
pemungutan dalam sistem pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar 
dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2012, yaitu sistem Official 
Assessment, sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah 
terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk 
melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. Dan sistem Self Assessment, sistem pengenaan pajak yang 
memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang 
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Selain 
itu, penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi 
pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar, baik itu faktor pendukung 
seperti sistem yang jelas dan faktor penghambat seperti kurangnya 
kompetensi pegawai. 
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ABSTRACT 
ADHE RIANSYAH PUTRA, E121 09 261, Government Science 
Programm, Department of Political Science Government, Faculty of 
Social and Political Sciences, University of Hasanuddin. Thesis with the 
tittle “Tax Management of Restaurant In Makassar (2010-2012)”, under the 
supervision of Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si and Drs. Abdul Salam 
Muchtar. 
This research aims to identify the restaurant tax management system 
and to identify the factors that influence the management of the restaurant tax 
system which conducted by The Local Revenue Offices of Makassar. 
Types of research used in this study is descriptive type with a 
qualitative approach, and basic research is in-depth interviews (deep 
interview). It is intended to obtain a clear picture of the role of the Local 
Revenue Office of Makassar restaurant tax management system providers in 
the city of Makassar. The study site is a Regional Revenue Office of 
Makassar. Data was collected through interviews with informants and 
documentation. The data obtained and analyzed qualitatively according to the 
number of variables and indicators in the study. 
The results showed that there are two (2) taxation systems in the 
management of restaurant taxation of Makassar. First, Official System 
Assessment, the tax paid by the taxpayer after the amount of tax set by the 
Head of Region or other official based on Local Tax Assessment Letter (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)) or other documents in equal. Second, Self-
Assessment System, the taxation system that gives credence to the taxpayer 
to compute, calculate, pay, and self-reported by using the Regional Income 
Tax (SPTPD). In addition, this research also shows factors that affect the 
management of restaurant tax in Makassar, clear management system as 
supporting factor and the lack of competence of the employees as obstruction 
factor. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, negara Indonesia dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut sistem 
Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Namun demikian, pusat masih 
memiliki peran dan kontrol yang sangat kuat kepada daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan melalui pejabatnya (Gubernur dan 
Bupati/Walikota) sebagai wakil pusat di daerah. Dalam 
melaksanakan pembangunan di setiap daerah, Pemerintah Pusat 
terlibat sangat dominan dalam proses pengambilan keputusan. Hal 
ini terjadi karena pembiayaan pembangunan itu sendiri sebagian 
besar dibiayai langsung oleh pemerintah pusat sedangkan 
pemerintahan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana 
pembangunan semata sehingga mengakibatkan pelaksanaan 
pembangunan di daerah terkadang tidak lagi sesuai dengan harapan 
dan kebutuhan masyarakat setempat. 
Setelah berlakunya undang-undang tersebut diatas, maka 
penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan 
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kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada 
daerah dengan memberikan peran yang seluas-luasnya untuk 
mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri 
sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap 
daerah, atau yang lebih sering disebut dengan otonomi daerah. 
Dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan 
daerah ini, maka diharapkan kontrol pemerintah pusat kepada 
daerah akan semakin berkurang seiring dengan adanya pelimpahan 
wewenang dari pusat ke daerah. 
Untuk menjalankan kewenangan dan tugas tersebut, setiap 
daerah tentunya memerlukan sumber daya yang tidak sedikit 
jumlahnya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang mampu 
memberikan kontribusi langsung dalam melaksanakan 
kewenangannya tersebut demi tercapainya tujuan perkembangan 
dan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat yang semakin 
meningkat. Diantara sumber daya yang diperlukan tersebut antara 
lain adalah sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya ekonomi. 
Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, pemerintah pusat secara 
tegas telah memberikan sumber pendapatan bagi daerah yang telah 
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Sumber pendapatan tersebut nantinya akan dipergunakan oleh 
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masing-masing daerah untuk membiayai kewenangan dan tugas 
yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. 
Semakin banyak kewenangan dan tugas yang dijalankan, maka 
semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. 
Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 
masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan 
dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, 
mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan 
integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta 
jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada 
masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, pungutan dapat 
dilaksanakan kepada masyarakat. 
Meskipun semua daerah diberikan jenis sumber pendapatan 
yang sama, tetapi bukan berarti setiap daerah memiliki jumlah 
pendapatan yang sama pula dalam membiayai kewenangannya. 
Penerimaan daerah justru tergantung pada berbagai macam kondisi 
yang dimiliki oleh tiap daerah, misalnya: luas wilayah, jumlah 
penduduk, kekayaan sumber daya alam, tingkat pertumbuhan 
perekonomian, dan lain sebagainya. 
Salah satu sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari 
sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan 
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negara yang paling besar dan sangat menentukan terutama dalam 
membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat 
dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara 
yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai undang-
undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran 
aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan 
pembangunan daerahnya. Pemungutan ini juga harus dapat 
dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang 
dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah. 
Pemerintah pusat secara tegas telah membagi atau 
mengklasifikasikan kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat 
dan Pajak Daerah. Khusus untuk pajak daerah, Pemerintah Pusat 
membagi lagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 
Kabupaten/Kota. Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat 
memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak 
boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan 
kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. 
Mengenai hal tersebut, Pemerintah Pusat telah 
menuangkannya dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
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Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam pasal 2 disebutkan 
bahwa: 
1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Air Permukaan; 
d. Pajak Rokok. 
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Penerangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
Jenis wewenang dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh 
Departemen Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral 
Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut Pajak Daerah 
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diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing, dimana 
dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah. 
Secara umum, kesulitan yang dialami selama ini adalah 
upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri. 
Seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang 
diakibatkan oleh ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. 
Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh setiap 
wajib pajak maupun aparatur pajak di Kota Makassar. Penguasaan 
terhadap pengaturan perpajakan bagi wajib pajak tentu akan 
meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan 
berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-
sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum peraturan perpajakan. 
Untuk itu, wajib pajak dituntut untuk lebih taat dalam 
pengelolaan penghitungan dan pelaporan perpajakannya kepada 
Dinas Pendapatan Daerah yang memberi kepercayaan penuh pada 
wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sesuai 
dengan ketentuan Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. Pelaporan, perhitungan dan penyetoran yang 
dilakukan dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu 
dipercayakan kepada Wajib Pajak. 
Kemudian pengelolaan pajak daerah harus dilaksanakan 
secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah Daerah, yang 
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dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah hendaknya dapat 
menjamin bahwa semua potensi pajak telah terkumpul. Dalam hal 
ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang 
memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan 
manajemen yang telah ditetapkan. 
Diperlukan juga penyederhanaan prosedur administrasi 
umum dan peningkatan prosedur pengendaliannya. 
Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksud untuk memberi 
kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Sementara itu, 
peningkatan prosedur pengendalian dimaksud untuk pengawasan 
internal Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar agar terpenuhi 
prinsip transparancy dan accountability. 
Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia 
dan merupakan pintu masuk utama ke kawasan Indonesia Timur, 
membuat Kota Makassar memiliki salah satu dampak perkembangan 
perekonomian yang cukup pesat. Salah satunya yang membuat 
banyak investor atau pengusaha yang kemudian melirik Kota 
Makassar sebagai tempat untuk menjual barang dan jasa mereka. 
Salah satu diantaranya adalah dengan mendirikan usaha makan dan 
minum di Kota Makassar. 
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Tercatat dari tahun 2010 hingga tahun 2012, usaha restoran 
di Makassar terus mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah 
ratusan. Pada tahun 2010, jumlah Restoran di Kota Makassar yang 
masuk dalam data Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
mencapai 651 Restoran. Kemudian bertambah di tahun 2011 
menjadi 675 Restoran. Dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 
721 Restoran. 
Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan 
menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi 
kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Makassar khususnya. 
Terlebih memiliki manfaat dalampembangunan kota yang terlihat dari 
peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan 
transaksi pelayanan restoran. 
Berangkat dari penjelasan diatas, merupakan suatu hal 
menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat 
judul penelitian, 
“Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar ( 2010 – 2012 )”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah sistem pengelolaan Pajak Restoran di Kota 
Makassar tahun 2010 - 2012? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Pajak 
Restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran 
yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian 
tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a) Untuk mengetahui sistem pengelolaan Pajak Restoran oleh Dinas 
Pendapatan Daerah di Kota Makassar. 
b) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
sistem pengelolaan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini 
diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :  
a) Manfaat Teoritis : 
1) Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam 
melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan 
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ilmu pengetahuan terutama Ilmu Pemerintahan. 
2) Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti 
lainnya yang tertarik akan masalah perpajakan khususnya 
Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Makassar. 
b) Manfaat Praktis : 
Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak 
pemerintah setempat mengenai pengelolaan Pajak Restoran. 
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Indikator  : 
- Pengelolaan Pajak Restoran 
dengan Sistem Official 
Assessment 
- Pengelolaan Pajak Restoran 
dengan Sistem Self Assessment 
 
Faktor – faktor pengelolaan Pajak Restoran di kota 
Makassar: 
- Faktor Pendukung (Peraturan yang 
memudahkan pengelolaan pajak) 
- Faktor Penghambat (Rendahnya kompetensi 
petugas, kurangnya jumlah petugas lapangan) 
-  
 
 
 
Pengelolaan Pajak Restoran oleh Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar 
 
 
 
 
PAJAK PENDAPATAN 
DAERAH 
PERDA KOTA MAKASSAR 
NOMOR 3 TAHUN 2010 
TENTANG PAJAK DAERAH 
PAJAK RESTORAN 
1.5. Kerangka Konseptual 
Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual 
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1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dengan fokus 
penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dirasa dapat 
mendapatkan informasi dari kantor yang menjadi tempat penelitia. 
1.6.2. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, 
yaitu suatu penelitian yang  bertujuan  untuk memberikan 
gambaran atau penjelasan tentang pengelolaan Pajak 
Restoran oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
2. Dasar penelitian ini adalah studi kasus  yang menfokuskan 
masalah pada pelaksanaan pengelolaan Pajak Restoran 
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik mengumpulkan data merupakan usaha yang 
mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian 
yang dapat berupa fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya 
valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai 
dengan kenyataan). 
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Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 
pencarian data sekunder, baik yang berupa laporan-laporan, 
dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya 
dengan masalah penelitian ini. Penulis juga menghimpun data 
primer untuk mendukung penelitian. 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi 
informan maupun kondisi riil yang diperoleh langsung di lokasi 
penelitian dengan cara melakukan wawancara. 
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara 
tidak langsung, yaitu dengan cara mengutip atau mencatat dari 
dokumen-dokumen yang berupa data statistik, arsip, gambar, 
maupun grafik dari Pemerintah Kota. Dalam rangka pengumpulan 
data ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain 
sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung 
mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah 
ditentukan. 
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b. Studi Dokumentasi 
Yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-
dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada 
hubungannya dengan proses pengelolaan Pajak Restoran. 
1.6.4. Informan 
Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam 
memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan kunci dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
2. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
3. Kepala Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir 
4. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II 
5. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang II 
6. Kepala Seksi Penagihan dan Pembukuan, Verifikasi dan 
Pelaporan Bidang II 
1.6.5. Jenis dan Sumber Data 
Dalam proses pengumpulan data, penulis menetapkan 
sumber data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, yakni : 
a. Untuk data primer, diperoleh langsung dari informan, dengan 
memakai teknik pengumpulan data berupa interview 
(wawancara). 
b. Untuk data sekunder, diperoleh dengan mengumpulkan dan 
mencatat dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, 
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maupun arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan 
dalam melengkapi data primer penelitian. 
1.6.6. Analisis Data 
Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menerjemahkan 
dan menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh 
gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang 
terjadi dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal 
dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator-
indikator yang ditentukan dalam penelitian. 
 
1.7. Definisi Konsep 
Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan 
penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian, 
dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa 
indikator sebagai berikut: 
1. Pengelolaan Pajak Restoran yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah berupa suatu proses pengelolaan pajak, dalam hal ini 
Pajak Restoran yang dilaksanakan oleh Bidang terkait di Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar sesuai dengan Undang - 
Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kota 
Makassar No.3 Tahun 2010. Tentang Pajak Daerah.  
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2. Adapun indikator dari Pengelolaan Pajak Restoran di Kota 
Makassar tahun 2010 – 2012 yang dimaksud dalam penelitian ini, 
terdiri dari : 
a. Pengelolaan Pajak Restoran dengan Sistem Official 
Assessment yang dimaksud peneliti adalah bagaimana 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar mengelola 
Pajak Restoran terutang yang telah ditetapkan oleh Kepala 
Dinas. 
b. Pengelolaan Pajak Restoran dengan Sistem Self 
Assessment yang dimaksud peneliti adalah bagaimana 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar mengelola 
Pajak Restoran terutang yang penetapannya telah 
diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1. Definisi Pengelolaan 
Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang 
pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki 
maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi (1990) 
mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan 
pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu 
perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. 
Menurut Balderton (dalam Westra, 1983: 14), mengemukakan 
bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu 
menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha 
manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas 
untuk mencapai suatu tujuan. 
Sedangkan Moekijat (1989: 30) mengemukakan bahwa 
pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan 
pengawasan. 
Menurut Hamalik, O (1993: 18) istilah pengelolaan identik 
dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri 
merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. 
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Balderton (1993: 8) mengemukakan hal yang sama antara 
pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan usaha 
manusia untuk mencapai tujuannya. 
Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari 
grand design reformasi perpajakan (tax reform) secara 
komprehensif. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 
2002, bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai 
satu kesatuan dilakukan terhadap 3 (tiga) bidang pokok atau utama 
yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu: 
1) Bidang Administrasi. Yakni melalui modernisasi administrasi 
perpajakan; 
2) Bidang Peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap 
Undang-Undang Perpajakan; dan 
3) Bidang Pengawasan, membangun bank data perpajakan 
nasional. 
Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus 
dikembangkan ke arah modernisasi. Perubahan pengelolaan itu 
sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai 
pihak sebagai pemangku kepentingan (stakehoders) terhadap 
perpajakan. Selain itu, modernisasi perpajakan yang dilakukan juga 
dalam kerangka melaksanakan good governance, clean governance, 
dan pelayanan prima kepada masyarakat. 
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Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan 
terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan 
kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan 
berkesinambungan (sustainable revenue) ke depan. Dalam hal ini, 
pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap 
pandangan, pendapat, atau kritisi dari berbagai pihak eksternal. 
Direktorat Jendral Pajak berupaya terbuka (transparency) dan 
menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun 
sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern. 
 
2.2. Definisi Pajak 
Banyak para ahli memberikan pengertian/definisi pajak yang 
berbeda-beda mengenai pajak, yaitu: 
a) Prof. Dr. P. J. A. Adriani 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat 
dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya 
menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah 
untuk membiayai pengeluaran-pengaluaran umum berhubung 
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
b) Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang 
berjudul “Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong“, Universitas 
Padjajaran, Bandung, 1964 
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Pajak adalah iuran wajib, berupa uang/barang, yang 
dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. 
c) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya “Dasar-dasar 
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”.  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan 
kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan 
Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 
timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum. 
Latar belakang yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah 
berdasarkan kepada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 
23a yang menyatakan bahwa segala pajak untuk negara 
berdasarkan Undang-Undang. 
Di Indonesia, dewasa ini dikenal berbagai jenis pajak dan 
diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. 
Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak, 
yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. 
Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut 
pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu 
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pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga 
pemungut pajak. 
Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 
dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. 
Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki  
pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan 
memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa 
otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki 
pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi 
lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut 
lembaga pemungutnya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak 
pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan 
pajak kabupaten/kota). 
Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada 
pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat 
dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaranya 
dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan 
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hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada 
umumnya. 
Secara umum, pajak pusat dan pajak daerah dibedakan 
berdasarkan perbedaan karateristik antara objek kedua jenis pajak 
tersebut. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat biasanya 
sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut (Suharno, 2003 :7) 
1) Dipungut terhadap objek pajak yang relative mobile. Jenis pajak 
ini perlu dipungut oleh pemerintah pusat untuk menghindari 
perpindahan faktor produksi sebagai akibat dari sistem 
pengenaan pajak yang berbeda, serta untuk menghindari 
persaingan pajak antar daerah yang dapat menimbulkan 
penurunan pendapatan daerah. 
2) Objek pajak lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan 
masyarakat atau elastis terhadap penghasilan. Hal ini untuk 
menghindari fluktuasi anggaran sebagai akibat dari fluktuasi 
penerimaan pajak. 
3) Basis pengenaan pajak tidak terdistribusi secara merata di semua 
daerah. 
Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada jenis pajak dengan 
ciri sebagai berikut : 
1) Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah. 
2) Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan 
masyarakat. 
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3) Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata ke seluruh 
daerah. 
Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak sering kali 
disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada 
pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada 
pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada 
dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. 
Perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagaimana 
berikut ini. (Slamet Munawir, et. al., Perpajakan untuk SLTA 
(Yogyakarta: BPFE UGM 1990), hlm. 4-5. 
a. Kontra prestasinya. Pada pajak kontra prestasinya tidak dapat 
ditunjuk secara langsung sedangkan pada retribusi kontra 
prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu 
dan golongan tertentu. 
b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan 
pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuik 
umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang 
membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. 
Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku 
khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan 
pembayaran retribusi. 
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c. Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku 
untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan 
pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang 
tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat 
ditunjuk. 
d. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi didasarkan atas 
peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya 
dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan 
suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. 
Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga 
pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan 
untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat 
paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang 
yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik 
berupa sanksi pidana maupun denda. 
e. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh 
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan 
retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. 
2.3. Definisi Pajak Daerah 
Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah. 
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Pengertian pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar 
adalah sebagai berikut: Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, 
adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang 
Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah 
(Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi 
kewenangan  untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di 
Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi  
dan pajak kabupaten/kota. 
Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak 
Daerah antara lain : 
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1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Pemungutan pajak kabupaten/kota lainnya tersebut ditetapkan 
dengan peraturan daerah sepanjang memenuhi kriteria di bawah ini. 
1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak 
yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang 
ditentukan dalam definisi pajak daerah. 
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah 
kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas 
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah 
daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 
kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut 
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dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas 
antara pemerintah dan masyarakat dengan memerhatikan 
aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan keamanan. 
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau 
objek pajak pusat. 
5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak 
cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 
dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya 
adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi 
sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangi arus 
sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor 
impor. 
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. 
Kriteria aspek keadilan, antara lain objek dan subjek pajak 
harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah 
pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang 
bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memerhatikan 
keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan 
masyarakat adalah kemampuan subjek pajak untuk memikul 
tambahan beban pajak. 
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8. Menjaga kelestarian lingkungan maksudnya adalah bahwa 
pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti 
bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada 
pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan 
yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan 
masyarakat. 
Sistem pemungutan pajak daerah. Ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan 
Indonesia adalah sistem Self Assessment. Hal ini telah diberlakukan 
sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan 
sistem Self Assessment juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2009. Karena karateristik setiap jenis pajak daerah tidak 
sama, sistem ini tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak 
daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan dua sistem 
pemungutan pajak, sebagaimana tertera di bawah ini. 
a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan 
perwujudan dari sistem Self Assessment, yaitu sistem 
pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib 
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan 
SPTPD. 
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b. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan 
perwujudan dari sistem Official Assessment, yaitu sistem 
pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih 
dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang 
ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 
Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan 
pajak daerah adalah sistem Self Assessment dan Official 
Assessment. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 96 ayat 2 yang menentukan bahwa 
pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar 
sendiri oleh wajib pajak. 
Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah 
terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat 
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa 
karcis dan nota perhitungan. Pada cara kedua, yaitu pajak dibayar 
sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang 
dibayar sendiri dengan mengggunakan Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
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Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak mana yang 
akan diterapkan pada suatu jenis pajak daerah, kepala daerah 
(gubernur atau bupati/walikota) menetapkan jenis pajak yang dibayar 
sendiri oleh wajib pajak atau ditetapkan oleh kepala daerah. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberi kepastian dalam pemungutan suatu 
jenis pajak daerah di setiap daerah yang memberlakukannya. 
2.4. Pajak Restoran Kota Makassar dari Pemahaman Perda No. 3 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 
a) Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak 
1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 
termasuk jasa boga/katering. 
2) Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh restoran. 
3) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan atas penjualan 
makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 
baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 
4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak 
melebihi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
dalam 1 (satu) hari. 
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5) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang 
membeli makan dan/atau minuman dari Restoran. 
6) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang 
mengusahakan Restoran. 
b) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak 
1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah 
pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima 
Restoran. 
2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh 
persen). 
3) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan 
pajak. 
c) Wilayah pemungutan dan Masa Pajak 
1) Pajak Restoran yang terutang dipungut dalam kota 
Makassar 
2) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 
kalender. 
d) Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan 
1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bon 
penjualan (bill) untuk setiap transaksi pelayanan restoran, 
kecuali ditetapkan lain dengan keputusan Walikota, antara 
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lain Wajib Pajak yang menggunakan mesin cash register 
sebagai alat penerima pembayaran. 
2) Tata cara penggunaan bon pejualan (bill) ditetapkan dengan 
keputusan Walikota. 
3) Wajib Pajak Restoran wajib melegalisasi/perporasi bon 
penjualan (bill) kepada Dinas Pendapatan Daerah, kecuali 
ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
4) Bagi Wajib Pajak Restoran yang dikecualikan melegalisasi 
bon penjualan (bill), mempertimbangkan tingkat intensitas 
pelayanan yang diberikan oleh restoran sangat tinggi serta 
upaya mengantisipasi perkembangan teknologi, maka 
kepada pengusaha restoran yang bersangkutan 
dimungkinkan untuk menggunakan bon penjualan yang tidak 
dilegalisasi dengan mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
e) Tata Cara Pemungutan Pajak 
1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
2) Pajak Restoran dibayar sendiri oleh wajib pajak. 
3) Wajib Pajak Restoran memenuhi kewajiban pajak dengan 
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan atau SKPDKBT. 
4) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 
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5) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan: 
a. SKPDKB dalam hal : 
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan 
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak; 
2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala 
Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak; 
3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak 
yang terutang dihitung secara jabatan, dikenakan 
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 
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sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 
b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan 
penambahan jumlah pajak yang terutang, akan 
dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. Namun kenaikan tersebut tidak dikenakan jika 
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan 
tindakan pemeriksaan. 
c. SKPDN, jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. 
f) Surat Tagihan Pajak 
1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika : 
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% 
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima 
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak; 
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b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah 
hitung, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 
15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak; 
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 
2) SKPD yang tidak  atau kurang dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD. 
g) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 
1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah terutangnya pajak dan paling lama 6 
(enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib 
Pajak. 
2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 
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3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% 
(dua persen) sebulan 
4) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 
ditagih dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan. 
h) Keberatan dan Banding 
1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan yang diajukan 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai 
alasan-alasan yang jelas, hanya kepada Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk atas suatu : 
a. SPPT; 
b. SKPD; 
c. SKPDKB; 
d. SKPDKBT; 
e. SKPDLB; 
f. SKPDN; dan 
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g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 
pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan diluar kekuasaannya. 
3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak. 
4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap 
sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 
5) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 
kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota. 
6) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa 
Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat 
keputusan keberatan tersebut. 
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7) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 
membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan keputusan banding. 
i) Pembukuan dan Pemeriksaan 
1) Wajib Pajak melakukan usaha dengan omset paling sedikit 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib 
menyelenggarakan pembukuan 
2) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan/atau 
meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek Pajak yang terutang, memberikan kesempatan untuk 
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan 
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, 
memberikan keterangan yang diperlukan. 
j) Kadaluarsa penagihan 
1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluarsa 
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 
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2) Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan 
Surat Teguran dan atau Surat Paksa atau ada pengakuan 
utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak 
langsung. 
k) Pengawasan 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan 
petugas dan/atau penempatan alat pada obyek pajak hotel, hiburan 
dan atau restoran dengan omset Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus 
juta rupiah) per tahun, baik manual maupun dengan sistem 
komputerisasi yang dapat diakses secara on line oleh Walikota atau 
Pejabat yang ditunjuk. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1. Gambaran Umum Kota Makassar 
3.1.1. Keadaan Geografis 
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang 
terletak  di bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung 
Pandang, yang terletak antara 119°24’17’38” Bujur Timur dan 
5°8’6’19” Lintang Selatan. 
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros; 
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 
kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. Kota Makassar merupakan daerah pantai dengan 
ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut 
yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit 
dua muara sungai yakni sungai. Tallo yang bermuara di bagian 
utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 
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Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 
Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota 
Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan 
ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi 
simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan 
daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang 
seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan 
produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar 
kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan 
mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh 
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur 
Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat 
dari sisi letak dan kondisi geografis, Makassar memiliki keunggulan 
komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat 
ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu 
Mamminasata. 
3.1.2. Luas Wilayah 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan 
dan memiliki 143 Kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Diantara 
kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan 
pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, 
Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. 
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Tabel 3.1 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi 
di Kota Makassar 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Mariso 
Mamajang 
Tamalate 
Rappocini 
Makassar 
Ujung Pandang 
Wajo 
Bontoala 
Ujung Tanah 
Tallo 
Panakukang 
Manggala 
Biringkanaya 
Tamalanrea 
1,82 
2,25 
20,21 
9,23 
2,52 
2,63 
1,99 
2.10 
5.94 
5,83 
17.05 
24,14 
48.22 
31.84 
1,04 
1,28 
11,52 
5,26 
1,44 
1,5 
1,13 
1,2 
3,38 
3,32 
9,72 
13,76 
27,48 
18,15 
Jumlah 175,75 100 
Sumber: Kota Makassar dalam Angka 2012 
Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa tiga wilayah di 
Kota Makassar yang mempunyai persentase luas wilayah tertinggi 
yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan persentase 27,48%, 
kemudian Kecamatan Tamalanrea dengan persentase wilayah 
18,15% dan Kecamatan Manggala dengan persentase 13,76%. 
Sedangkan luas wilayah dengan persentase terendah masing-
masing yaitu Kecamatan Mariso dengan persentase wilayah 1,04%, 
Kecamatan Wajo dengan persentase 1,133% dan Kecamatan 
Bontoala dengan persentase wilayah 1,2%. 
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3.1.3. Keadaan Penduduk 
Tabel 3.2 
Jumlah Penduduk, RumahTangga dan Kepadatan Penduduk 
Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2009 
Kecamatan  
Jumlah 
Penduduk  
% 
Jumlah 
Rumah 
Tangga  
Kepadatan 
Penduduk 
(Org/Km2) 
Mariso  55.431 4.36 13.401 30.457 
Mamajang 61.294 4.82 16.294 27.242 
Tamalate 154.464 12.14 32.904 7.643 
Rappocini  145.090 11.40 28.444 15.719 
Makassar 84.143 6.61 15.949 33.390 
Ujung 
Pandang  
29.064 2.28 7.177 11.051 
Wajo 35.533 2.79 11.347 17.856 
Bontoala 62.731 4.93 14.140 29.872 
Ujung Tanah  49.103 3.86 11.331 8.266 
Tallo  137.333 10.79 35.618 23.556 
Panakkukang  136.555 10.73 26.929 8.009 
Manggala 100.484 7.90 24.658 4.163 
Biringkanaya 130.651 10.27 35.684 2.709 
Tamalanrea 90.473 7.11 22.498 2.841 
Total 1.272.349 100 296.374 7.239 
Sumber : Makassar Dalam Angka 2010 
Penduduk kota Makassar tahun 2009 adalah sebesar 
1.272.349 jiwa yang terdiri dari 610.270 jiwa laki-laki dan 662.079 
jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kota Makassar tahun 
2009 mencapai 296.374 rumah tangga. Dengan Kecamatan 
Tamalate memiliki posisi nomor satu untuk jumlah penduduk 
terbesar di Kota Makassar yakni sebanyak 154.464 jiwa pada tahun 
2009. Sementara Kecamatan Rappocini menempati posisi kedua 
dengan jumlah penduduk sebesar 145.090 jiwa pada tahun 2009, 
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disusul oleh Kecamatan Tallo dengan jumlah penduduk sebesar 
137.333 rumah tangga. Kecamatan yang memiliki jumlah rumah 
tangga terbesar di Kota Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya 
dengan jumlah rumah tangga sebesar 35.684 rumah tangga, 
disusul dengan Kecamatan Tallo dengan jumlah rumah tangga 
sebesar 35.618 rumah tangga dan Kecamatan Tamalate terbesar 
ketiga dengan jumlah rumah tangga sebesar 32.904 rumah tangga. 
Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil dan 
jumlah rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Ujung Pandang 
dengan jumlah penduduk adalah sebesar 29.064 jiwa dan jumlah 
rumah tangganya adalah sebesar 7.177 rumah tangga. 
3.1.4. Keadaan Ekonomi 
Makassar mengalami berbagai peningkatan dari segi ekonomi 
dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2012. Kontribusi 
terbesar terhadap perekonomian Kota Makassar adalah sektor 
perdagangan, hotel dan restoran (31%), disusul oleh sektor industri 
pengolahan (26%), pertanian (17%), jasa-jasa (8%), transportasi 
dan komunikasi (6%), keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 
(5%), konstruksi (3%), listrik, gas dan air bersih (3%) dan 
pertambangan dan penggalian (2%). 
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Tabel 3.3 
Target dan Realisasi APBD 
Di Kota Makassar tahun 2010 hingga 2012 
Tahun Target Realisasi % 
2010 1.456.385.881.000 1.449.021.602.328 99,49 
2011 1.737.319.712.000 1.721.199.904.891 99,07 
2012 1.977.007.093.000 2.046.125.413.850 103,50 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
APBD Kota Makassar mengalami peningkatan dari 1,449 
Trilliun pada Tahun 2010 menjadi 1,721 Trilliun Tahun 2011. 
Kemudian meningkat lagi menjadi 2,046 Trilliun Tahun 2012. 
Tabel 3.4 
Target dan Realisasi PAD 
Di Kota Makassar tahun 2010 hingga 2012 
Tahun Target Realisasi % 
2010 216.928.890.000 210.145.729.430 96,87 
2011 345.335.311.000 345.350.562.825 100 
2012 441.234.952.000 484.972.799.508 109,91 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar juga 
mengalami peningkatan dari 210,1 miliar Tahun 2010 menjadi 
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345,5 miliar pada Tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 
meningkat menjadi 484,9 miliar. 
Tabel 3.5 
Target dan Realisasi Pajak Daerah 
Di Kota Makassar tahun 2010 hingga 2012 
Tahun Target Realisasi % 
2010 134.216.181.000 133.551.818.678 99,51 
2011 260.486.460.000 266.065.576.931 102,14 
2012 337.167.338.150 388.445.296.266 115,21 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Demikian juga pendapatan pajak daerah Kota Makassar, 
meningkat dari 133,5 miliar Tahun 2010 menjadi 266 miliar pada 
Tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi 388,4 
miliar. 
3.2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
3.2.1. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar, terdiri dari: 1 (satu) orang 
Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, yang membawahi 3 
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(tiga) sub bagian, yaitu: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub 
Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Perlengkapan. 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar terdiri atas 4 
(empat) bidang, yakni: Bidang I Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, 
Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Bidang III Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah, serta Bidang IV Koordinasi dan 
Pengendalian PPJ, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan 
Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil. 
Sedangkan seksi-seksi terdiri atas 12 (dua belas) seksi, 
masing-masing: 
1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Hotel dan Pajak 
Hiburan; 
2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak 
Hotel dan Pajak Hiburan; 
4. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Restoran dan 
Pajak Parkir; 
5. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Restoran dan Pajak 
Parkir; 
6. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak 
Restoran dan Pajak Parkir; 
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7. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Reklame dan 
Retribusi Daerah; 
8. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Reklame dan Retribusi 
Daerah; 
9. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah; 
10. Seksi Administrasi Umum PPJ, Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Batuan Galian golongan C, Pajak Daerah dan Bagi 
Hasil; 
11. Seksi Pengendalian, Intensifikasi/ Ekstensifikasi dan Hukum 
PPJ, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian 
golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil; 
12. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan PPJ, 
Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian golongan 
C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil. 
3.2.2. Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Tugas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
secara teknis mengacu pada Peraturan Walikota Makassar No. 40 
Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. Adapun uraian tugas 
sebagaimana di bawah ini: 
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Pertama,pasal 2 (2) bahwa Sekretariat mempunyai tugas 
memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di 
lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. 
Kedua, pasal 3 (1) bahwa Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, 
melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi 
kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas. 
Ketiga, pasal 4 (1) bahwa Sub Bagian Keuangan mempunyai 
tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis 
keuangan. 
Keempat, pasal 5 (1) bahwa Sub Bagian Perlengkapan 
mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas 
teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua 
pengadaan dan pemanfaatan barang. 
Kelima, pasal 6 (1) bahwa Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, 
pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, 
verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. 
Keenam, pasal 7 (1) bahwa Seksi Administrasi Umum dan 
Pendataan Bidang I mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
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administrasi, pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Hotel dan 
Hiburan. 
Ketujuh, pasal 8 (1) bahwa Seksi Penetapan dan Keberatan 
Bidang I mempunyai tugas melaksanakan penetapan pajak, dan 
pelayanan keberatan kepada wajib Pajak Hotel dan Hiburan. 
Kedelapan, pasal 9 (1) bahwa Seksi Penagihan, Pembukuan, 
Verifikasi dan Pelaporan Bidang I mempunyai tugas melaksanakan 
penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan penerimaan Pajak 
Hotel dan Hiburan. 
Kesembilan, pasal 10 (1) bahwa Bidang II Pajak Restoran dan 
Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, 
pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, 
verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. 
Kesepuluh, pasal 11 (1) bahwa Seksi Administrasi Umum dan 
Pendataan Bidang II mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
administrasi, pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran dan 
parkir. 
Kesebelas, pasal 12 (1) bahwa Seksi Penetapan dan 
Keberatan Bidang II mempunyai tugas melaksanakan penetapan 
pajak, dan pelayanan keberatan kepada wajib Pajak Restoran dan 
Parkir. 
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Keduabelas, pasal 13 (1) bahwa Seksi Penagihan dan 
Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang II mempunyai tugas 
melaksanakan penagihan, Pembukuan, verifikasi dan pelaporan 
penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. 
Ketigabelas, pasal 14 (1) bahwa Bidang III Pajak Reklame dan 
Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, 
pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah. 
Keempatbelas, pasal 15 (1) bahwa Seksi Administrasi Umum 
dan Pendataan Bidang III mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan administrasi, pendaftaran dan pendataan wajib Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah. 
Kelimabelas, pasal 16 (1) bahwa Seksi Penetapan dan 
Keberatan Bidang III mempunyai tugas melaksanakan penetapan 
pajak, dan pelayanan keberatan kepada wajib pajak Reklame dan 
Retribusi Daerah. 
Keenambelas, pasal 17 (1) bahwa Seksi Penagihan, 
Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang III mempunyai tugas 
melaksanakan penagihan dan pembukuan penerimaan Pajak 
Reklame dan Retribusi Daerah. 
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Ketujuhbelas, pasal 18 (1) bahwa Bidang IV Koordinasi, 
Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi 
Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok 
mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan 
pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit 
pajak dan retribusi. 
Kedelapanbelas, pasal 19 (1) bahwa Seksi Administrasi 
Umum Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 
Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi 
Hasil mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian 
bagi hasil dan pajak daerah lainnya. 
Kesembilanbelas, pasal 20 (1) bahwa Seksi Pengendalian, 
Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum Bidang IV mempunyai tugas 
melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan 
pendapatan. 
Keduapuluh, pasal 21 (1) bahwa Seksi Penagihan, 
Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang IV mempunyai tugas 
melaksanakan penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan 
serta evaluasi pelaksanaan peraturan daerah terhadap wajib pajak. 
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3.2.3. Unit Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
a. Menurut statu kepegawaian 
Status kepegawaian dalam Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar terdiri atas 3 komponen besar, 
yaitu: 
1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdiri atas 9 
orang dengan laki-laki 2 orang, dan perempuan 7 
orang. 
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas 105 orang 
dengan laki-laki 62 orang dan perempuan 43 orang 
3. Tenaga Kontrak 212 orang, masing-masing laki-laki 
81 orang dan perempuan 40 orang. 
Dari hal tersebut di atas bahwa jumlah total 
pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar baik 
honor, PNS, dan CPNS adalah berjumlah 235 orang, 
terdiri dari laki-laki 145 orang dan perempuan 90 orang. 
Pembagian tersebut yang terbagi pada satu kepala 
dinas, satu sekretaris, tiga sub bagian, dan empat 
bidang, serta 12 seksi-seksi yang bekerja berdasarkan 
tugas masing-masing. 
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b. Menurut eselon 
Menurut eselon dalam lingkup Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar terdiri atas: 
1. Eselon II/B 1 orang; 
2. Eselon III/A 1 orang; 
3. Eselon III/B 4 orang; 
4. Eselon IV/A 16 orang. 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar tidak 
terdapat eselon II/A dan juga tidak ada eselon IV/B. 
c. Menurut usia 
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
menurut usia masing-masing: 
1. Usia < 25 Tahun tidak ada; 
2. Usia 26 – 35 Tahun sebanyak 20 orang, terdiri dari 
10 orang laki-laki dan 10 rang perempuan; 
3. Usia 36 – 45 Tahun sebanyak 54 orang terdiri dari 31 
laki-laki dan 23 perempuan; 
4. Usia 45 – 55 Tahun sebanyak 39 orang terdiri dari 24 
laki-laki dan 15 orang perempuan; 
5. Usia > 55 Tahun hanya satu orang laki-laki. 
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d. Menurut tingkat pendidikan 
Jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar menurut jenjang pendidikan masing-masing: 
1. Sekolah Dasar 1 orang laki-laki; 
2. Sekolah Menengah Atas dan sederajat 75 orang, 
terdiri dari 52 laki-laki dan 23 perempuan; 
3. Diploma Tiga 5 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 2 
perempuan; 
4. Sarjana 40 orang, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 16 
orang perempuan; 
5. S2 14 orang, terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 orang 
perempuan. 
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
dengan jenjang pendidikan SMP dan Doktor tidak ada. 
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
didominasi oleh lulusan S1 yang berjumlah 40 orang. 
e. Menurut tempat tinggal 
Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
menurut tempat tinggal masing-masing, Kota Makassar 
berjumlah 218 orang, Gowa 13 orang dan Maros 4 
orang. (Sumber, Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar, Tahun 2012). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang diperoleh penulis 
selama melakukan penelitian di Kota Makassar yang meliputi bagaimana 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar menjalankan sistem 
pengelolaan Pajak Restoran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan 
bagaimana sistem pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar tahun 
2010 hingga tahun 2012 dengan melakukan studi pada kantor Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, selain melalui 
studi dokumentasi, peneliti juga melakukan interview (wawancara) 
terhadap beberapa informan. Interview (wawancara) yang dilakukan 
terhadap informan dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang 
valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki 
kompetensi dalam pengelolaan Pajak Restoran. 
4.1. Proses Sistem Pengelolaan Pajak Restoran 
Berkaitan dengan salah satu dampak dari adanya perkembangan 
perekonomian jika ditinjau dari posisi Kota Makassar sebagai salah 
satu kota terbesar di Indonesia dan merupakan pintu masuk utama ke 
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kawasan Indonesia Timur, membuat Kota Makassar memiliki salah 
satu dampak perkembangan perekonomian yang cukup pesat. Salah 
satunya yang membuat banyak investor atau pengusaha yang 
kemudian melirik Kota Makassar sebagai tempat untuk menjual 
barang dan jasa mereka. Salah satu diantaranya adalah dengan 
mendirikan jenis usaha makanan dan minuman di Kota Makassar. 
Tabel 4.1 
Jumlah Wajib Pajak Restoran 
Menurut Tahun di Kota Makassar 
No Uraian 2010 2011 2012 
1 Restoran 100 97 103 
2 Rumah Makan 159 168 183 
3 Café 136 140 154 
4 Catering - 3 6 
5  Bar 12 10 12 
6 Warung Nasi 35 36 34 
7 Coto / Sop 36 34 34 
8 Karaoke 41 43 41 
9 Mie 62 70 73 
10 Rumah Kopi 64 68 75 
11 Minuman Dingin 6 6 6 
12 Kaki Lima - - - 
Total 651 675 721 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Jumlah wajib pajak di Kota Makassar mengalami peningkatan dari 
651 wajib pajak pada Tahun 2010 menjadi 675 wajib pajak Tahun 
2011. Kemudian meningkat lagi menjadi 721 wajib pajak Tahun 2012. 
58 
 
Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi 
sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan 
konsumsi masyarakat Kota Makassar. Terlebih memiliki manfaat 
dalam pembangunan kota yang terlihat dari peningkatan pemasukan 
pajak yang berasal dari  penggunaan transaksi pelayanan restoran, 
yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi 
oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat 
lain. 
Khusus untuk wajib pajak restoran yang berasal dari Pedagang 
Kaki Lima tidak  dimasukkan ke dalam data wajib pajak karena sudah 
dilakukan penagihan setiap hari. Batas untuk tidak kena pajak, nilai 
penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- perhari baik Restoran harian 
maupun Retribusi harian. Pajak Restoran harian menggunakan benda 
berharga/karcis. 
Makin meningkatnya iklim usaha termasuk diantaranya usaha 
restoran di Kota Makassar, tentu saja menjadi peluang besar bagi 
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar. Utamanya 
dalam mendorong pendapatan asli daerah. Kepala Bidang II Pajak 
Restoran & Parkir Dispenda Makassar Bapak Drs. H. A. Badi 
Sommeng, M.Si  menyatakan : 
“Dalam beberapa tahun terakhir, usaha restoran di Makassar 
mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ratusan. Kondisi ini 
tentu tidak terlepas dari peran pemerintah dalam kebijakan akan 
kemudahan usaha dan berinvestasi di Makassar. Namun tak bisa 
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dipungkiri, ada juga restoran yang tutup. Meski demikian, tidak terlalu 
terpengaruh. Karena jumlah restoran baru yang muncul, jauh lebih 
banyak.” (Harian Berita Kota Makassar, 27 Mei 2013) 
Dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Makassar Bapak H.M Takdir Hasan Saleh, S.E., M.Si, 
mengatakan bahwa : 
“Pajak yang kita kelola di Kota Makassar berdasarkan Perda No.3 
tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Ada beberapa pajak yang memakai 
sistem Self Assessment, jadi menggunakan cara penagihan nota 
pesanan. Dan masih ada 3 objek pajak yang dikelola dengan sistem 
ketetapan (Official Assessment).” (Wawancara 25 Juni 2013) 
 
Adanya 2 (dua) sistem yang digunakan oleh Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar, lebih berdasar kepada asumsi bahwa 
beberapa objek pajak yang dikelola dengan sistem Self Assessment 
karena objek pajak tersebut memiliki masa pajak dengan jangka 
waktu 1 (satu) bulan. Sehingga dalam perhitungan ataupun 
pembayaran lebih mudah dan dari segi pengawasan lebih mudah 
diawasi. 
Sebaliknya, objek pajak yang dikelola dengan sistem Official 
Assessment merupakan pajak yang memiliki masa pajak dengan 
jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Sehingga lebih mudah 
dalam mengontrol pembayaran pajak dari objek pajak tersebut. 
Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar, cara pemungutan 
ada 2 (dua). Ada jenis pajak tahunan yang dipungut berdasarkan 
sistem Official Assessment. Seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, 
60 
 
dan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Sementara untuk jenis pajak 
bulanan, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 
Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan itu menggunakan sistem Self Assessment. 
Khusus Pajak Restoran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar mengakui bahwa Pajak Restoran mempunyai potensi yang 
besar dan memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. 
Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang dilakukan 
Dispenda Kota Makassar untuk memanfaatkan peluang tersebut. 
Menurut Bapak Drs. H. A. Badi Sommeng, M.Si, selaku Kepala 
Bidang II Pajak Restoran dan Parkir, ke depan untuk meningkatkan 
pendapatan di sektor pajak restoran dan parkir harus ada upaya-
upaya yang konkrit yang perlu dilaksanakan.  "Upaya yang dilakukan 
antara lain melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai aturan 
yang ada," katanya. Selain itu, kata dia, melakukan pembinaan agar 
kegiatan usaha berjalan lancar dan wajib pajak senantiasa tidak 
mengabaikan kewajibannya untuk mendukung pembangunan di 
Makassar dan melakukan pendataan usaha restoran yang ada, untuk 
mengetahui restoran yang masih aktif, restoran baru ataupun yang 
sudah tutup. 
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Tata cara perhitungan, dasar pengenaan, dan tarif pajak, 
kewajiban penggunaan bon penjualan (bill), tata cara pemungutan, 
surat tagihan pajak, dan tata cara pembayaran dan penagihan pajak 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah. 
Perda tersebut salah satunya mengatur bahwa pemungutan Pajak 
Restoran tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan 
pemungutan Pajak Restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak 
ketiga. Dan walaupun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak 
ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan 
formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, seluruh kegiatan tersebut 
pun juga dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
Dalam seluruh proses pengelolaan Pajak Daerah, sepenuhnya 
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Tanpa 
bantuan ataupun kerjasama dengan instansi pemerintah yang lain 
maupun pihak swasta. 
Yang menjadi garis besar dalam pengelolaan pajak Restoran di 
Kota Makassar tahun 2010 hingga tahun 2012 adalah perubahan 
sistem penetapan Pajak Restoran terutang dari sistem Official 
Assessment menjadi sistem Self Assessment. 
62 
 
Tahun 2010, tahun 2011, hingga pertengahan tahun 2012, 
penetapan Pajak Restoran belum diserahkan sepenuhnya kepada 
wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kota Makassar. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem Official 
Assessment, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib 
pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau 
pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
atau dokumen lain yang dipersamakan. 
Kemudian sejak bulan Agustus Tahun 2012, dengan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Pajak Restoran sudah Self 
Assessment. Yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
(SPTPD). 
Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, 
Verifikasi dan Pelaporan Bidang II Pajak Restoran dan Parkir Ibu Hj. 
Hartati, S.E., AK., M.Si : 
“Untuk mulai tahun 2012, kita sudah lari ke Self Assessment. Itu mulai 
Agustus. Karena sudah aturan bahwa yang boleh taksasi hanya pajak 
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tahunan. Kalau yang bulanan harus berdasarkan Self Assessment.” 
(Wawancara 19 Juni 2013) 
Adanya rentang waktu dari terbitnya Perda No. 3 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah dengan pelaksanaan sistem Self Assessment 
disebabkan karena Perda tersebut terlambat disosialisasikan. Perda 
tersebut selesai disosialisasikan pada bulan April 2012. 2 bulan 
setelah sosialisasi regulasi untuk diberlakukannya pemungutan atau 
pembayaran Pajak Restoran secara keseluruhan selesai, diterbitkan 
Keputusan Walikota bulan Juni Tahun 2012 tentang Bentuk, Isi dan 
Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. 
4.1.1. Pengelolaan Pajak Restoran dengan Sistem Official 
Assessment  
4.1.1.1. Proses Pendataan 
Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan 
pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Petugas 
pendata pendaftaran Wajib Pajak Seksi Administrasi Umum 
dan Pendataan bertugas turun langsung ke lapangan untuk 
mencari objek-objek pajak restoran yang belum terdata. Hal ini 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Seksi 
Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II Pajak Restoran 
dan Parkir Bapak Syaruddin S. Sos, yang mengatakan bahwa: 
“Tidak ada istilah diminta, petugas pendata pendaftaran wajib 
pajak harus jalan siang malam. Itu sudah menjadi tugas. Siapa 
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tau ada usaha restoran, rumah makan atau lain-lain yang tiba-
tiba buka. Mau tunggu wajib pajak mau melapor sendiri tidak 
mungkin. Tidak pernah ada wajib pajak datang melapor sendiri. 
Bahkan itu (wajib pajak Restoran) berat mengejar untuk 
membayar pajak.” (Wawancara, 19 Juni 2013) 
Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan 
mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa kartu data. 
Petugas mendata jumlah meja, kursi, daftar harga makanan, 
kemudian petugas mengisi SPTPD dan menerbitkan NPWPD. 
Berdasarkan jumlah data tersebut diatas, kemudian dituangkan 
dalam kartu data. 
Tidak adanya wajib pajak yang mendaftarkan diri dan 
melaporkan akan membuka usaha, menjadi masalah tersendiri. 
Tentu bisa menghilangkan kemungkinan potensi pendapatan 
daerah dari Pajak Restoran karena memberikan kesempatan 
kepada satu atau beberapa usaha restoran untuk tidak 
membayar pajaknya selama beberapa bulan. 
Bapak Syaruddin S. Sos, memberikan penjelasan 
misalnya ada wajib pajak ada yang sudah membuka usaha 
restoran selama beberapa bulan, kemudian terlambat didata, 
Seksi Penetapan dan Keberatan akan memberikan dispensasi 
untuk beberapa pertimbangan. 
“Tidak mungkin langsung dihitung pajaknya sejak usaha 
tersebut dibuka. Tapi ada juga kalo misalnya sudah agak lama, 
misalnya sudah mencapai 4 bulan kemudian baru didata, 
minimal diberikan dispensasi sebulan atau 2 bulan. Jadi 2 bulan 
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usahanya sudah akan dikenakan pajak.” (Wawancara, 19 Juni 
2013) 
4.1.1.2. Proses Penetapan 
Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah, jumlah pajak terutang 
ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap 
memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. 
Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan 
yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. 
Seksi Penetapan dan Keberatan Bidang II Pajak 
Restoran dan Parkir selanjutnya membuat Nota Perhitungan 
berdasarkan Kartu Data. 
Kemudian Seksi Penetapan membuat usulan 
ketetapan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan. 
Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib 
pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar, Kepala Dispenda Kota 
Makassar menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 
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4.1.1.3. Proses Pemungutan dan Pembayaran 
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
berdasarkan penetapan Walikota dibayar dengan 
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. 
dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota 
perhitungan. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) akan diberikan 
kepada wajib pajak setiap awal bulan. Untuk sistem Official 
Assessment, bulan ini penjualan, bulan itu juga wajib pajak 
harus membayar. 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran 
pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
setelah terutangnya pajak. Atau setiap akhir bulan karena 
SKPD diserahkan setiap awal bulan. 
Dengan dasar SKPD, selanjutnya wajib pajak Official 
Assessment menyetorkan pajak terutang ke Bendahara 
Penerimaan yang bertempat di Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar. Seusai membayar, wajib pajak akan 
diberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran yang kemudian 
ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan wajib pajak.  
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Tabel 4.2 
Target dan Realisasi Pajak Restoran 
Di Kota Makassar tahun 2010 
Bulan Target Realisasi % 
Januari 2.818.092.500 724.979.776 26,0 
Februari  2.818.092.500 2.427.539.920 86,0 
Maret 2.818.092.500 2.478.621.531 88,0 
April 2.818.092.500 1.981.488.635 70,0 
Mei 2.818.092.500 2.296.956.384 82,0 
Juni 2.818.092.500 2.518.622.812 89,0 
Juli 2.818.092.500 2.512.813.309 89,0 
Agustus 2.818.092.500 2.346.374.747 83,0 
September 2.818.092.500 2.240.227.436 79,0 
Oktober 2.818.092.500 2.499.153.044 89,0 
November 2.818.092.500 2.952.763.990 105,0 
Desember 2.818.092.500 4.247.441.485 151,0 
Total 33.817.110.000 29.226.983.069 86,0 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dua 
bulan diantaranya mempunyai persentase realisasi melebihi 
target yang ditetapkan yaitu bulan November dengan 
persentase 105 %, dan bulan Desember dengan persentase 
151 %. 
Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 651 wajib pajak, 
presentase realisasi pajak restoran di tahun 2010 mencapai 86 
% dari target yang dicanangkan sebesar  Rp 33.817.110.000, 
yaitu Rp 29.226.983.069. 
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Untuk tahun 2010, pengenaan Pajak Restoran 
menggunakan sistem Official Assessment atau sistem 
pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih 
dahulu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar.  
Tabel 4.3 
Target dan Realisasi Pajak Restoran 
Di Kota Makassar tahun 2011 
Bulan Target Realisasi % 
Januari 3.026.425.833 1.257.930.881 42,0 
Februari  3.026.425.833 2.855.239.437 94,0 
Maret 3.026.425.833 2.759.011.360 91,0 
April 3.026.425.833 2.646.709.292 87,0 
Mei 3.026.425.833 2.941.208.072 97,0 
Juni 3.026.425.833 3.101.471.120 102,0 
Juli 3.026.425.833 3.044.196.807 101,0 
Agustus 3.026.425.833 2.862.022.475 95,0 
September 3.026.425.833 3.354.906.919 111,0 
Oktober 3.026.425.833 3.097.283.103 102,0 
November 3.026.425.833 3.348.375.661 111,0 
Desember 3.026.425.833 4.745.867.942 157,0 
Total 36.317.109.996 36.014.223.069 99,0 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa enam 
bulan yang mempunyai persentase realisasi melebihi target 
yang ditetapkan yaitu bulan Juni dengan persentase 102 %, 
bulan Juli dengan presentase 101 %, kemudian bulan 
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September dengan presentase 111 %, bulan Oktober dengan 
presentase 102 %, bulan November dengan presentase 111 %, 
dan bulan Desember dengan persentase 151 %. 
Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 675 wajib pajak, 
meningkat dari tahun 2010, presentase realisasi pajak restoran 
di tahun 2011 mencapai 99 % dari target yang dicanangkan 
sebesar  Rp 36.317.109.996, yaitu Rp 36.014.223.069. 
Sama dengan tahun 2010, pengenaan Pajak Restoran 
untuk tahun 2011 juga menggunakan sistem Official 
Assessment atau sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh 
wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
Tabel 4.4 
Target dan Realisasi Pajak Restoran 
Di Kota Makassar Hingga Juli Tahun 2012 
Bulan Target Realisasi % 
Januari 3.724.780.500 1.702.622.349 46,0 
Februari  3.724.780.500 3.781.836.764 102,0 
Maret 3.724.780.500 3.135.256.274 84,0 
April 3.724.780.500 3.328.828.139 89,0 
Mei 3.724.780.500 3.459.925.196 93,0 
Juni 3.724.780.500 3.565.435.533 96,0 
Juli 3.724.780.500 3.595.288.315 97,0 
Total 26.073.463.000 22.569.192.570 87,0 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
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Untuk tahun 2012, pengenaan Pajak Restoran 
menggunakan sistem Official Assessment atau sistem 
pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih 
dahulu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar. 
Namun setelah bulan Juli, sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah, sistem penetapan pajak restoran kemudian dirubah 
menjadi Self Assessment. Yaitu sistem pengenaan pajak yang 
memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak 
yang terutang. 
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hingga 
Agustus tahun 2012, ada satu bulan yang mempunyai 
persentase realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu bulan 
Februari dengan persentase 102 %. 
Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 721 wajib pajak, 
presentase realisasi pajak restoran hingga Juli tahun 2012 
mencapai 87 % dari total target yang dicanangkan sebesar  Rp 
26.073.463.000, yaitu Rp 22.569.192.570. 
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4.1.2. Pengelolaan Pajak dengan Sistem Self Assessment 
4.1.2.1. Proses Pendataan 
Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan 
pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan 
pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan 
dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan 
pendataan. 
Seksi Administrasi Umum dan Pendataan mendatangi 
Wajib Pajak Restoran untuk mengisi SPTPD sebagai laporan 
hasil penjualan. 
SPTPD tersebut lah yang menjadi acuan untuk 
dituangkan ke dalam kartu data. Selanjutnya Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar akan menerbitkan NPWPD kepada 
wajib pajak yang bersangkutan. 
4.1.2.2. Proses Penetapan 
Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) 
wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan 
menggunakan SPTPD. 
4.1.2.3. Proses Pemungutan dan Pembayaran 
Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD. SPTPD harus 
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diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh 
wajib pajak atau kuasanya. 
Untuk pembayaran Self Assessment, wajib pajak 
menjual dulu kemudian membayar pajak terutang di bulan 
berikutnya. Pajak Restoran terutang dilunasi selambat-
lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dari masa pajak yang 
terutang setelah berakhirnya masa pajak. 
Blangko SPTPD yang harus diiisi oleh wajib pajak 
mencantumkan penjualan per hari restoran tersebut selama 
sebulan, kemudian total omset penjualannya dikali 10%. 
Sebagaimana penjelasan Kepala Seksi Penagihan, 
Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Bidang II Pajak Restoran 
dan Parkir Ibu Hj. Hartati, S.E., AK., M.Si : 
“Misalnya bulan Januari. Jadi setelah blanko SPTPD untuk hasil 
omset penjualan bulan Januari dikalikan 10 % untuk 
mendapatkan pajak yang harus dibayarkan, jumlah tersebut lah 
yang harus wajib pajak tersebut bayar di bulan berikutnya, 
bulan Februari. Selambat-lambatnya sampai tanggal 5.” 
(Wawancara 19 Juni 2013) 
SPTPD tersebut bersama bon penjualan (bill) 
kemudian diberikan kepada Kepala Seksi Pendataan. Seksi 
Pendataan akan memeriksa SPTPD, mencocokannya dengan 
bon penjualan (bill). 
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Setelah diperiksa oleh Seksi Pendataan, Seksi 
Penetapan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 
yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
SKPD yang telah ditandatangani tersebut selanjutnya 
dibawa ke wajib pajak yang bersangkutan untuk membayar 
Pajak Terutang ke Bedahara Penerimaan yang bertempat di 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
Pembayaran pajak terutang ditetapkan setiap tanggal 
5 di bulan berikutnya. Namun, masih ada restoran-restoran 
yang membayar setelah lewat tanggal 5. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi 
dan Pelaporan Bidang II Pajak Restoran dan Parkir Ibu Hj. 
Hartati, S.E., AK., M.Si : 
“Ada beberapa restoran seperti KFC, yang harus menunggu 
laporan dari pusat. Kita mempunyai kebijakan wajib pajak bisa 
membayar sampai akhir bulan. Kalo sampai akhir bulan masih 
tidak membayar, baru kita sanksi 2%.” (Wawancara 19 Juni 
2013) 
 
4.1.2.4. Proses Pengawasan 
Dengan berdasarkan SPTPD yang telah disampaikan 
oleh wajib pajak, jika Seksi Pendataan menemukan ada 
perbedaan antara hasil SPTPD dengan kondisi di lapangan 
yang menunjukkan bahwa restoran tersebut ternyata ramai 
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pengunjung, Seksi Pendataan akan menurunkan tim untuk 
mengadakan pemeriksaan dan penungguan langsung ke 
restoran yang dicurigai selama beberapa hari. Atau yang biasa 
disebut dengan Uji Petik. 
Jika berdasarkan ditemukan hasil pemeriksaan, 
SPTPD yang disampaikan tidak benar, atas pajak yang 
terutang yang kurang bayar tersebut, Kepala Dinas dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDB). 
Tabel 4.5 
Target dan Realisasi Pajak Restoran 
Di Kota Makassar Agustus - Desember Tahun 2012 
Bulan Target Realisasi % 
Agustus 3.724.780.500 3.248.437.916 87,0 
September 3.724.780.500 3.777.067.550 101,0 
Oktober 3.724.780.500 3.554.316.166 95,0 
November 3.724.780.500 3.562.016.403 96,0 
Desember 3.724.780.500 6.253.285.784 168,0 
Total 18.623.902.500 20.395.123.819 109,0 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Setelah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah selesai disosialisasikan 
pada bulan April 2012, 2 bulan setelah sosialisasi regulasi 
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untuk diberlakukannya pemungutan atau pembayaran Pajak 
Restoran secara keseluruhan selesai, diterbitkan Keputusan 
Walikota bulan Juni Tahun 2012 tentang Bentuk, Isi dan Tata 
Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 
meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak 
Parkir. 
Maka sejak Agustus 2012, sistem penetapan pajak 
restoran kemudian dirubah menjadi Self Assessment. Yaitu 
sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada 
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 
dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sejak 
Agustus hingga Desember tahun 2012, ada dua bulan 
diantaranya yang mempunyai persentase realisasi melebihi 
target yang ditetapkan yaitu bulan September dengan 
persentase 101 %, dan di bulan Desember dengan presentase 
168 %. 
Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 721 wajib pajak, 
presentase realisasi pajak restoran sejak Agustus hingga 
Desember tahun 2012 mencapai 109 %, melebihi dari total 
target yang dicanangkan sebesar  Rp 18.623.902.500, yaitu Rp 
20.395.123.819.  
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4.2. Perbandingan Official Assessment dengan Self Assessment 
4.2.1. Proses Berlangsungnya Pengelolaan 
Tabel 4.6 
Perbandingan Proses Berlangsungnya Pengelolaan 
Official Assessment dan Self Assessment 
 
Official Assessment Self Assessment 
 Pendataan dilakukan 
oleh Dispenda 
menggunakan Kartu Data 
yang berisi jumlah meja, 
kursi dan datar harga 
makanan dan minuman 
 Pendataan 
menggunakan formulir 
SPTPD yang diisi 
sendiri oleh Wajib 
Pajak 
 Jumlah pajak terutang 
ditetapkan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan 
dengan menerbitkan 
SKPD berdasarkan Nota 
Perhitungan 
 Wajib pajak 
menghitung, 
memperhitungkan 
sendiri jumlah pajak 
terutang 
 Wajib Pajak membayar 
sesuai ketetapan 
sebelumnya 
menggunakan SKPD 
yang diberikan setiap 
awal bulan 
 
 Wajib pajak membayar 
pajak terutang yang 
telah dihitung sendiri 
dengan menggunakan 
SPTPD 
 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Beberapa hal dasar yang menjadi pembeda antara 
Official Assessment dengan Self Asessment diantaranya 
adalah dalam sistem Official Asessment, petugas pendataan 
melakukan pendataan menggunakan Kartu Data yang berisi 
jumlah meja, kursi dan daftar harga makanan di restoran 
tersebut. Sedangkan dalam sistem Self Assessment, proses 
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pendataan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk 
mengisi SPTPD sebagai laporan hasil penjualan yang 
dituangkan ke dalam Kartu Data kemudian diterbitkan NPWPD. 
Yang kedua adalah terkait dengan jumlah pajak yang 
terutang, dalam sistem Official Assessment, jumlah pajak 
terutang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah sesuai dengan hasil pendataan yang dilakukan 
sebelumnya. Sedangkan dalam sistem Self Assessment, 
jumlah pajak terutang akan dihitung sendiri oleh wajib pajak 
dengan menggunakan SPTPD. 
Yang ketiga, proses pembayaran yang berlaku dalam 
sistem Official Assessment, wajib pajak yang memenuhi 
kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan, dibayar dengan 
menggunakan SKPD. Sedangkan sistem Self Assessment, 
mengatur bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban 
perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD yang telah 
diisi sendiri oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap. 
4.2.2. Kendala 
Selama pelaksanaan sistem Official Assessment, kendala 
yang biasa terjadi adalah adanya masalah tunggakan, atau wajib 
pajak kurang bayar. Selama taksasi atau Official Assessment juga 
banyak komplain dari Wajib Pajak. 
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Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan 
Pelaporan Bidang II Pajak Restoran dan Parkir Ibu Hj. Hartati, 
S.E., AK., M.Si, menjelaskan : 
“Sistem taksasi itu ketetapan, pembayaran harus sesuai karena 
sudah ditetapkan sebelumnya berapa yang harus dibayar. 
Meskipun restoran tersebut sedang tutup beberapa hari, dan tidak 
mendapatkan hasil penjualan, wajib pajak tetap harus menyetorkan 
sesuai ketetapan karena SKPD sudah diterbitkan." (Wawancara 19 
Juni 2013) 
 
Dibandingkan sejak sistem Self Assessment mulai 
diberlakukan, sudah tidak ada lagi komplain-komplain dari Wajib 
Pajak. Karena wajib pajak sendiri yang menghitung berapa yang 
harus mereka bayar sebagai pajak. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Hj. Hartati, S.E., 
AK., M.Si : 
“Misalnya bulan Januari. Jadi setelah blanko SPTPD untuk hasil 
omset penjualan bulan Januari dikalikan 10 % untuk mendapatkan 
pajak yang harus dibayarkan, jumlah tersebut lah yang harus wajib 
pajak tersebut bayar di bulan berikutnya, bulan Februari. Selambat-
lambatnya sampai tanggal 5.” (Wawancara 19 Juni 2013) 
 
Untuk sistem Self Assessment, kendala yang dihadapi 
adalah sulitnya penerapan 10 persen pajak rumah makan dari 
omzet yang diperoleh setiap bulan. 
Disebabkan karena manajemen sebagian rumah makan 
masih belum profesional dengan menggunakan komputerisasi. 
Masih banyak rumah makan yang mencatat omzet secara manual. 
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Tabel 4.7 
Daftar Kurang Bayar Wajib Pajak Restoran Menurut 
Tahun di Kota Makassar 
 
Bulan 2010 2011 2012 
Januari - - - 
Februari  - - - 
Maret - - - 
April 10 8 - 
Mei 7 8 - 
Juni 9 8 - 
Juli 8 8 - 
Agustus 10 9 6 
September 9 8 7 
Oktober 9 8 9 
November 10 8 10 
Desember - - 10 
Total 72 65 42 
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 
Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa di tahun 2010 
terdapat 72 wajib pajak yang tercatat kurang bayar, dengan 
besaran total kurang bayar mencapai Rp. 87.000.000. 
Tahun 2011 terdapat 65 wajib pajak yang kurang bayar atau 
mempunyai tunggakan. Dengan total kurang bayar sebesar Rp. 
70.000.000. 
Sedangkan untuk tahun 2012, jumlah wajib pajak yang 
kurang bayar mengalami penurunan menjadi 42 wajib pajak saja. 
Dengan total kurang bayarnya mencapai Rp. 181.000.000. 
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Data tabel 4.6 menunjukkan bahwa untuk tahun 2012, 
keseluruhan kurang bayar terjadi saat sistem Self Assessment 
diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terjadi 
kurang bayar karena wajib pajak masih membayar pegawai dan 
operasional restoran. 
Namun, wajib pajak yang kurang bayar tersebut akan 
melunasi jumlah kekurangan dengan cara mengangsur atas 
persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. 
4.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Pajak Restoran 
di Kota Makassar 
4.3.1. Faktor Pendukung 
a. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota 
Makassar yang mengatur tentang sistem pengelolaan 
Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan 
pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi Wajib 
Pajak maupun kepada Bidang II Pajak Restoran dan Parkir 
yang menjadi pengelola pajak itu sendiri. 
Kepala Bidang II Pajak Restoran & Parkir Dispenda 
Makassar Bapak Drs. H. A. Badi Sommeng, M.Si  
menyatakan : 
“Yang harus kita apresiasi yang pertama adalah sistem 
yang kita punya saat ini. Hingga saat ini kita menggunakan 
sistem online dan sistem offline. Dengan adanya sistem 
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yang dibangun oleh Dispenda sangat memudahkan baik itu 
bagi wajib pajak maupun kepada pengelola pajak itu sendiri 
yaitu Dispenda. Karena dengan adanya sistem, dan 
dijalankan secara terintegrasi, pengaruhnya sangat 
signifikan terhadap pengelolaan pajak Restoran.”  
(Wawancara 25 Juni 2013) 
b. Prosedur administrasi menggunakan sistem online yang 
sedang berjalan. Dimaksudkan untuk memberi kemudahan 
bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. 
4.3.2. Faktor Penghambat 
Berdasarkan interview (wawancara) yang dilaksanakan 
mengenai faktor penghambat yang memengaruhi pengelolaan 
Pajak Restoran telah dijawab oleh informan Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang 
menjadi penghambat yang memengaruhi pengelolaan Pajak 
Restoran dan mempengaruhi tingkat pencapaian target, khususnya 
selama sistem Official Assessment masih berlaku. Yaitu: 
a. Faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga BBM, 
naiknya inflasi membuat daya beli masyarakat menurun. Itu 
berdampak langsung wajib pajak harus menunggak dan 
wajib pajak tidak bayar karena omset penjualan tidak 
sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Makassar Bapak Trisnode, S.H : 
“Jika kebetulan harga bahan bakar naik, inflasi naik, dan 
lain-lain, kebutuhan masyarakat bukan lagi untuk 
berbelanja makan di restoran karena lebih banyak 
kebutuhan lain yang menjadi prioritas untuk dipenuhi.” 
(Wawancara 20 Juni 2013) 
 
b. Kepala Bidang II Pajak Restoran & Parkir Dispenda 
Makassar Bapak Drs. H. A. Badi Sommeng, M.Si  
menyatakan : 
“Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan hasil 
penjualan sesuai dengan omset yang diterima.” 
(Wawancara 25 Juni 2013) 
 
c. Kepala Bidang II Pajak Restoran & Parkir Dispenda 
Makassar Bapak Drs. H. A. Badi Sommeng, M.Si  
menyatakan : 
“Kurangnya jumlah wajib pajak yang mengetahui mengenai 
aturan-aturan perpajakan.” (Wawancara 25 Juni 2013) 
 
d. Kepala Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Bidang II 
Pajak Restoran dan Parkir Bapak Syaruddin S. Sos 
menyatakan bahwa : 
“Kendala kita di personil (petugas). Jumlah petugas 
pendata pendaftaran wajib pajak yang bertugas melakukan 
pendataan masih terbatas.” (Wawancara 20 Juni 2013) 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang dilakukan penulis yang berjudul 
Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar (Tahun 2010 - 2012), 
maka ada beberapa yang menjadi kesimpulan, yaitu: 
1. Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Makassar sudah memiliki aturan 
yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum dalam Peraturan 
Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. 
2. Selama kurun waktu 3 tahun, sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. 
Pajak Restoran memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
3. Dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Restoran, Dinas Pendapatan 
Daerah melakukan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan 
instansi pemerintah lain maupun pihak ketiga. 
4. Perubahan sistem penagihan Pajak Restoran dari Official Assessment 
atau taksasi yang berdasarkan ketetapan Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah menjadi Self Assessment, mampu meningkatkan ketaatan 
pengelolaan dan pelaporan perpajakannya kepada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Makassar. 
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5. Komplain-komplain oleh wajib pajak selama penggunaan sistem 
Official Assessment bisa diminimalisir sejak sistem Self Assessment 
diterapkan. Juga memperkecil peluang terjadinya kecurangan antara 
petugas wajib pajak dan wajib pajak. 
6. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan Pajak 
Restoran yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor 
pendukung yaitu Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota 
Makassar yang mengatur tentang sistem pengelolaan Pajak dan 
aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat 
memudahkan baik bagi Wajib Pajak maupun kepada Bidang II Pajak 
Restoran dan Parkir yang menjadi pengelola pajak itu sendiri. 
Sedangkan faktor yang menghambat proses pengelolaan Pajak 
Restoran yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan hasil 
penjualan sesuai dengan omset yang diterima, ketidaktahuan wajib 
pajak atas aturan perpajakan, kurangnya kompetensi oknum petugas 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar hingga terjadi 
penyalahgunaan wewenang, seperti bermain-main dengan Wajib 
Pajak. 
5.2. Saran 
1. Berkaitan dengan penyederhanaan prosedur administrasi yang 
dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar 
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pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 
membayar pajak. Pemerintah Kota Makassar sebaiknya bisa 
mendorong Wajib pajak Restoran untuk menjalankan sistem online 
secara keseluruhan. 
2. Berkaitan dengan ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar bisa lebih mengintensifkan 
sosialisai tentang Peraturah Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pajak 
Daerah untuk membangun kesadaran para pengusaha makan dan 
minum akan kewajibannya sebagai wajib pajak. 
3. Selain mengintensifkan sosialisasi, Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar harus menggunakan pendekatan persuasif kepada 
pengusaha restoran dan rumah makan. Memberikan pengertian selalu 
kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan 
jujur. 
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